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Mengapa Pengukuran IKD Perlu Dilakukan?

LATAR BELAKANG

02
Porsi Belanja Daerah 
yang Signifikan

Memerlukan tata 
kelola teknis yang 
akuntabel untuk 
pembangunan 
infrastruktur.

03
Perlu Ada Tolok Ukur 
Kapasitas
Perlu instrumen objektif 
untuk mengukur kepatuhan 
dan pembinaan Keinsinyuran.

01
Tantangan 
Pembangunan 
Semakin Kompleks

Kebutuhan 
infrastruktur dan 
layanan dasar terus 
meningkat.



Definisi, Tujuan & Manfaat

Apa Itu Indeks Keinsinyuran Daerah 2026?

Definisi

Ukuran tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam pembinaan dan penerapan Praktik Keinsinyuran, sesuai UU RI 
Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.

Tujuan Utama

01 Memetakan penerapan Praktik 
Keinsinyuran di daerah.

02 Meningkatkan kualitas 
pembangunan berbasis IPTEK & 
Inovasi.

03 Memberikan pengakuan nasional 
kepada daerah berkinerja baik.

Manfaat Utama

01 Menjamin kualitas & keamanan 
infrastruktur.

02 Mendukung efisiensi anggaran & 
akuntabilitas.

03 Meningkatkan daya saing daerah.



METODOLOGI PENGUKURAN

Komponen Pengukuran IKD 2026

Komponen Utama
01 URUSAN

02 ASPEK

03 PARAMETER

04 KRITERIA

05 PREDIKAT

Komponen Pendukung

01 BOBOT URUSAN

02 RASIO JUMLAH ASN



PETA PARTISIPASI DAERAH

Sebaran Partisipasi Provinsi dalam IKD 2026

TOTAL PARTISIPAN

327 Pemda

PERSENTASE CAPAIAN

59,89% dari 546 Total Pemerintah 
Daerah 

RINCIAN PESERTA

37 Provinsi

247 Kabupaten 
43 Kota



PETA PARTISIPASI DAERAH

Sebaran Partisipasi Kabupaten / Kota dalam IKD 2026

TOTAL PARTISIPAN

327 Pemda
PERSENTASE CAPAIAN

59,89% dari 546 Total Pemerintah 
Daerah 

RINCIAN PESERTA

37 Provinsi

247 Kabupaten
43 Kota



Contoh Dashboard Suatu Daerah : SDM KEINSINYURAN

Mayoritas S1 Teknik, Perlu Peningkatan PSPPI, Sertifikasi & STRI

KONDISI SAAT INI

Mayoritas
Lulusan S1 Teknik

REKOMENDASI UTAMA

● ✓ Mengikuti Program 
Profesi Insinyur (PSPPI) 
secara aktif.

● ✓ Meningkatkan sertifikasi 
kompetensi menjadi 
Insinyur Profesional.

● ✓ Wajib memiliki Surat 
Tanda Registrasi Insinyur 
(STRI) resmi.



Contoh Dashboard Suatu Daerah : KINERJA KEINSINYURAN

Sektor Pertanian & Perumahan Pimpin Kinerja Keinsinyuran

KONDISI & TEMUAN

Urusan Tertinggi
Urusan Pertanian & Perumahan

Diikuti oleh Perumahan Rakyat & Kawasan 
Permukiman (PU Tata Ruang) serta Sekretariat 
Daerah (Setda).

TANTANGAN UTAMA

Bagaimana dengan PD yang 
mengampu Urusan dengan banyak 
proyek Keinsinyuran?

Kinerja Keinsinyuran pada PD teknis dengan 
banyak proyek Keinsinyuran  perlu terus 
dipantau dan ditingkatkan untuk memastikan 
standardisasi proyek berjalan optimal.



Contoh Dashboard Suatu Daerah : PARAMETER 7
Parameter# 7 : Perlu Peningkatan - Proyek Keinsinyuran Dirancang & Diawasi Ir Ber-
STRI

KONDISI & TEMUAN

PR7 Terendah
Perancangan & Pengawasan 
Proyek
Setiap proyek pembangunan Perangkat Daerah 
yang berkaitan dengan Praktik Keinsinyuran 
wajib dirancang dan diawasi oleh Insinyur yang 
memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI).

TANTANGAN UTAMA

Bagaimana memastikan kepatuhan 
standardisasi proyek di daerah?
Perlu pengawasan ketat dan peningkatan 
jumlah ASN/Insinyur yang tersertifikasi secara 
resmi untuk meminimalkan risiko teknis di 
lapangan.



HASIL PENGUKURAN IKD 2026
3 Potret Hasil Evaluasi Daerah

01. Potret Kekuatan
Kelembagaan & Tata 
Kelola

Daerah dengan 
kelembagaan dan tata 
kelola Keinsinyuran yang 
baik dan terstruktur.

02. Potret 
Kesenjangan
Disparitas Wilayah & 
SDM

Kesenjangan antar wilayah, 
antar aspek, serta 
ketersediaan SDM Teknik 
profesional yang memiliki 
STRI.

03. Potret Peluang
Intervensi & Sertifikasi

Ruang intervensi dan 
pembinaan prioritas, 
termasuk peningkatan 
jumlah pemilik STRI secara 
agresif.



TINDAK LANJUT
Pemanfaatan Hasil Pengukuran IKD ke Depan

01. Pemetaan
Instrumen Pembinaan

Penyusunan program 
penguatan kapasitas 
daerah secara terarah 
dan terukur.

02. Praktik Baik
Fasilitasi & Pertukaran

Replikasi kebijakan dan 
inovasi Keinsinyuran 
antar daerah yang 
sukses.

03. Dukungan
Kebijakan & Pusat

Dasar pertimbangan 
alokasi dukungan teknis 
dan anggaran yang 
optimal.


